
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Perlindungan hukum pemegang gadai terkait eksekusi gadai atas saham
dalam hal berakhirnya jangka waktu gadai saham yang utangnya belum
dilunasi pemberi gadai : studi kasus putusan Mahkamah Agung RI no.
240 PK/Pdt/2006 Putusan Mahkamah Agung RI no. 115PK/Pdt/2007 =
Legal protection for pledgee in the execution of pledge of shares related
to period time in pledge of shares agreement is expired but pledgor has
not fulfilled all of the payment of debt : case study of Supreme Court
Decision No. 240 PK/Pdt/2006 and Supreme Court Decision No.
115PK/Pdt/2007 / Candra Karjasan
Candra Karjasan, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20337122&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Terkait dengan parate eksekusi didalam ketentuan eksekusi gadai saham, pelaksanaan gadai saham pada

praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam pengeksekusiannya. Hal tersebut ditandai

dengan adanya penafsiran yang berbeda mengenai eksekusi gadai saham oleh praktisi hukum maupun yang

dihasilkan oleh pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait dengan pengaturan

jangka waktu dalam perjanjian gadai itu sendiri. Hal ini menggambarkan belum ada kesamaan penafsiran

terhadap eksekusi gadai saham di Indonesia. Tentunya, perbedaan-perbedaan penafsiran inilah yang

nantinya dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya yang terjadi dalam sengketa

perjanjian gadai saham antara PT. BFI Finance, Tbk (PT. BFI) selaku pemegang gadai dengan PT. Ongko

Multicorpora (PT. OM) dan PT. Aryaputra Teguharta (PT. APT) selaku pemberi gadai. PT.APT dan PT.

OM mendalilkan jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal

perjanjian, karena itu tanggal jatuh tempo Akta Gadai Saham adalah 1 Juni 2000 dan akibat hukum

berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai, yaitu saham-saham yang digadaikan Pemberi Gadai

sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan hutang kepada PT.BFI. oleh karena itu pelaksanaan eksekusi gadai

saham oleh PT. BFI dengan menjual saham-saham milik Pemberi Gadai pada tanggal 9 Februari 2001

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dalil Pemberi Gadai tersebut, Majelis Hakim

Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 240 PK/pdt/2006 mengabulkan gugatan Pemberi Gadai (PT.

APT) dan menyatakan tidak sah pelaksanaan eksekusi atas gadai saham yang dilakukan PT. BFI. Namun

terhadap Putusan Permohonan Peninjauan Kembali No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 ternyata

terdapat perbedaan baik didalam pertimbangan dan hasil putusan yang kemudian diajukan oleh PT. OM

dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt.2007 dimana pelaksanaan

eksekusi gadai saham oleh PT.BFI adalah sah menurut hukum. Untuk menjawab permasalahan perbedaan

penafsiran tersebut, dilakukan penelitian secara normative terhadap putusan Mahkamah Agung dan

peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pengolahan data secara kualitatif, sedangkan

pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Dengan metode ini diharapkan

kesimpulan yang disampaikan dalam tesis ini dapat menjawab permasalahan kepastian hukum mengenai

pelaksanaan eksekusi atas gadai saham, dalam hal jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir tetapi hutang

debitor belum dilunasi seluruhnya.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The implementation of pledge on shares raises legal issues, particularly in the enforcement of the execution

in the provision of pledge on shares. It is characterized by the existence of different interpretations regarding

to legal opinion of the execution on pledge of shares, related to period time in pledge of shares agreement,

by legal practitioners nor the Court, especially the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This

illustrates that the execution of pledge of shares in Indonesia has not yet had similar interpretation in legal

framework of pledge. The differences of this interpretation is what will create legal uncertainty, especially

those that occur in pledge of shares agreement disputes between PT. BFI Finance Tbk (PT BFI) as "pledgee"

with PT. Ongko Multicorpora (PT OM) and PT. Aryaputra Teguharta (PT APT) as "pledgor". PT.APT and

PT. OM postulated that Pledge of Shares Agreement term is during 12 (twelve) months from the date of the

agreement, hence the agreement is ended in June 1, 2000. The expiry of period time in pledge of shares

agreement is that pledge property, the shares which is guaranteed by pledgor is no longer bound as collateral

to PT.BFI as pledgee. Therefore the execution of pledge of shares by PT. BFI which selling the pledgor

shares on February 9, 2001 is considered as a tort. Based on the pledgor arguments, the Supreme Council of

Judges in judicial review of the Supreme Court decision No. 240 PK/pdt/2006 fulfill pledgor (PT APT)

petition and outlawed the execution of the pledged shares selling by PT. BFI. However, the Petition for

Judicial Review Decision of supreme court No. 240 PK/Pdt/2006 dated February 20, 2007 turned out there

is a controversial. It is because of difference both in judgment and the verdict which was then filed by PT.

OM in judicial review of the Supreme Court decision No. 115 PK/Pdt.2007. Its judge that the enforcement

of execution of pledged shares by PT. BFI was lawful. This Thesis is using a normative research towards the

supreme court verdict and legislation underlying to answer the legal issues which has proposed above. In

addition, it uses Qualitative data processing, while the conclusions made with deductive logic. With these

method are expected conclusions presented in its can answer the problem of legal certainty regarding the

execution of the pledge on shares, especially in which case the contract period has ended but debtor has not

fulfill the debt.


